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LATAR BELAKANG

Surat Keputusan Bupati merupakan salah satu produk hukum daerah yang
memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keputusan Bupati digunakan untuk menetapkan kebijakan dan/atau
pelaksanaan atribusi yang menjadi kewenangan kepala daerah.

Dalam praktiknya, pengusulan draf Surat Keputusan Bupati oleh Perangkat
Daerah masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian, baik dari sisi
sistematika, redaksional, maupun teknik penyusunan. Ketidaksesuaian
tersebut dapat memperlambat proses penyusunan keputusan karena
memerlukan perbaikan administratif dan substansial oleh Bagian Hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan praktis yang dapat membantu
Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengusulkan draf Surat
Keputusan Bupati secara tepat dan sesuai dengan kaidah penyusunan

pembentukan peraturan perundang-undangan.
Panduan ini disusun sebagai pedoman sederhana dan praktis yang dapat

digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun usulan Surat
Keputusan Bupati agar proses dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
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TUJUAN

Memberikan pedoman teknis dalam penulisan
draf Surat Keputusan Bupati.

Memberikan pemahaman mengenal sistematika
penyusunan SK Bupati.

Mengurangi  kesalahan administratif  dan
redaksional dalam pengusulan draf keputusan.

Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum
daerah.

Membantu Perangkat Daerah dalam menyusun
draf SK Bupati secara benar dan sistematis.

Meningkatkan efektivitas proses pengusulan SK
Bupati.

Mempermudah proses  pemeriksaan  dan
harmonisasi oleh Bagian Hukum.

Mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan
SK Bupati.
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PENGAJUAN PERMOHONAN

Unit Kerja atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara yang memerlukan penerbitan Surat Keputusan (SK)
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bagian Hukum.
Pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan melampirkan serta
melengkapl berbagal persyaratan administrasi yang telah ditetapkan,
sebagal bahan pendukung dalam proses pemeriksaan, penelaahan, dan
penyusunan draf Surat Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum, sehingga
penerbitan keputusan dapat dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan,
serta memenuhi kaidah administrasi yang berlaku.

Adapun persyaratan pengajuan yaitu:

Telaahan Staf yang telah mendapat
disposisi Sekretaris Daerah

Draf SK Bupati (soft copy dan hard
copy)

Cantumkan nomor telpon contact
person untuk memudahkan
komunikasi

BAGIAN HUKUM o
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ALUR PENGAJUAN SK BUPATI

Pemohon mengajukan Usulan draf SK Bupati beserta Telaahan
Staf yang telah didisposisi Sekretaris Daerah dan Surat Pengantar

Bagian Hukum

'I}: Jika persyaratan lengkap, penerbitan SK Bupati diproses oleh

dikembalikan ke pengusul untuk kemudian dilakukan paraf

-If,? Setelah melalui proses harmonisasi di Bagian Hukum, SK Bupati
berjenjang

Setelah dilakukan paraf berjenjang dan penandatanganan,
pemohon menerima SK Bupati yang telah diberi nomor register

ALUR PARAF SK BUPATI

Dikembalikan

Paraf oleh ke pengusul ;
Kepala Bagian untuk diparaf Paraf Wakil

Hukum kepala OPD L raar Bupati

-

O O O
Draf SK Bupati wajib disepakati oleh
kedua belah pihak (Kepala OPD

Pengusul dan Kepala Bagian Hukum)
yang dibuktikan dengan paraf
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SISTEMATIKA SK BUPATI

Bagian Ini menguraikan mengenai sistematika atau
susunan bagian-bagian dalam Surat Keputusan Bupati
yang harus dipahami oleh setiap Perangkat Daerah dalam
proses pengusulan maupun penyusunan rancangan
keputusan. Pemahaman terhadap sistematika Surat
Keputusan Bupati sangat penting guna memastikan bahwa
setiap keputusan yang diterbitkan memiliki struktur yang
jelas, runtut, dan mudah dipahami.

Melalui penjelasan pada bagian ini, diharapkan Perangkat
Daerah dapat memahami secara lebih komprehensif
mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam Surat
Keputusan Bupati, mulai dari kepala keputusan,
konsiderans, diktum, hingga bagian penutup dan lampiran

BAGIAN HUKUM o



SISTEMATIKA SK BUPATI

KEPALA KEPUTUSAN

Bagian ini merupakan identitas dari keputusan yang ditetapkan.
Isi kepala keputusan meliputi:

1. Lambang Negara/Garuda
2. Nama Jabatan Penetap
3. Jenis dan Nomor Keputusan

4.Tentang  (Judul  Keputusan),
merepresentasikan  substansi
yang ditetapkan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 000.2.4/ /2026
TENTANG
TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

BAGIAN HUKUM °
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SISTEMATIKA SK BUPATI

KONSIDERANS

Konsiderans berisi pertimbangan dan dasar hukum yang melatarbelakangi
diterbitkannya SK Bupati. Konsiderans terdiri dari dua bagian:

Menimbang

Berisi alasan atau pertimbangan mengapa keputusan tersebut perlu ditetapkan, Memuat

alasan yuridis, filosofis atau sosiologis.
« Menggunakan huruf a, b, c, dst.
» Kalimat diawali dengan kata “bahwa”
« Diakhiri tanda titik koma (:)
« Alasan yuridis, filosofis atau sosiologis
maksimal memuat masing-masing dua.

Mengingat

Berisi dasar hukum yang menjadi landasan
hukum penerbitan keputusan.

Dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati,
dasar hukum yang dicantumkan pada bagian
Mengingat harus memperhatikan hierarki
peraturan perundang-undangan. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa keputusan
yang ditetapkan tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi dan memiliki
landasan hukum yang jelas.

|, Upsttsiag- Uislang Somec ¢ [odios MELY lesibhng
Kalm ipalem I 1rer learm s Proompess
[Lmitwrom Megarn Mepuahilde Indoneam Tabia
Tambalimii  Lefigsarnt  Segeda
§1HN

L
Umtpng {Lemsbharans Negara 'r':r|"|'!|||L lfinneam Tahme X2
Romaor 41, Tambehan Lembwron Neges Bepuhilik Indohesia
" VIR - T

Dalam Penulisan dasar hukum wajib menyertakan
tulisan Lembaran/Berita Negara, Tambahan
Lembaran/Berita Negara, Lembaran/Berita Daerah
dan Tambahan Lembaran/Berita Daerah

Whemaminuiig

a. balvwa dalem rangks tertib Admanestras Pengelolaan Barang

Miik Doerah khvsusnye pelaksanaan kepatan Pemusnoaban
I-'l-'lllll'-[-: Milik Dwers ah Tihawy 200G E""rlll membeniuk Tim
Femusnahan Hoarnng Mk Dasrnh Robupaien Ponopam Paser

Ltarn Taliin 2036 selaku vang membantu pengelols Barmng

b !||1'-:.'|L'|| ]lrr..'l|1'|||lr|i.||| IH'||||1J|:|.'I||E:|||| 'lr!||'|t-|'|||||.|:1|| ||||.|1||."|'.|-:.

dalam horaf a, perhi menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tim Pemmnahsn Baring Milik Decraly Kabupaten Peragsm
Paser Utara Talun Angearan 20026

Hierarki Peraturan
Perundang-undangan

Puraturan Peinerintsh (PR
X

Peranuran Fresiden {Perpresl
L 4

* Pewaauran Mewier
. Hltrl.ﬂ!n | Ertelui g e

v Pevaleran Dasral Proviesi
Paralus am ;;hrlrul

 Peraturan Daerah Kabupateén | Kota
Peraturan Bupati | Peratursn Wall Kot
L

Eepirtisan Bupat [ Kepatusan Wali Kota
x
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SISTEMATIKA SK BUPATI

DIKTUM KEPUTUSAN

Diktum merupakan bagian inti SK yang berisi keputusan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Diawali dengan kata MEMUTUSKAN, kemudian diikuti dengan
kata Menetapkan.

Setelah kata Menetapkan, terdapat beberapa diktum yang
menggunakan istilah:

o KESATU

» KEDUA

» KETIGA

¢ KEEMPAT

» dan seterusnya

Isi diktum menjelaskan secara rinci keputusan yang diambil.

MEMUTUSKAN:

Menctaplkan KEFUTUSAN BUPATI TENTARG TIM PEMUSNAHAN BARANG
MILIK DAERAH RABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHLMN
ANGUARAN 2020

KESATU Membentuk Tin Pemusoahon Barang Miik Dacrah Kabupaten
|’|7:|L|'|j.|l1| Paser Urars Tabun 2026 l:irl:'q-:nl:l '.l[t'.llllp-u:ilﬂ:l diars
F"'I'.'I'l'l‘.'lllnl'ljll'l “'hl"lﬂﬂ.lﬂlﬂ.[]n'l fercantiim r!ﬂ]l:lm !.J.'l.ﬂ:l!.'l"lrﬁ.ll NIIg
merupakan bagan tdak terpusabikan dan Keputuman Bupats o

KEDUA Tun Pemusnahan Barang Miik Daerah Kabupaten Penapam
Paser Utarn Tabun 2026 sebagmmana didum KESATU bertugna

1. meneliti kelengkopan dokumen admmstrost Pemusnahan dan
fistk Barang Milik Daerah Kabupaten Penajun Paser Utara;

2. menynmpaikan kepada Bupati tentang dasar aturan, syarat,
ertimbangan, dan tatacara pelaksanann Pemusnalian Barang
nventans Mihk Pemenntah Kabupaten Penspum Paser Utarn;
thmiy

d. menvampmban  laporan kepmtan  Pemusnaban Barang
Inventans Milikk Pemerintah Kabupaten Pennjam Pasor Utarn
kepada Bupati Pennjom Paser Utara melahn Pengelola Barang

KETIGA Dalam menplankan tugasnya, ton sebapurmann dimaksud pada
Diktum KESATU harus senonboasa berpedoman pada ketentunn
peraturan perundang-undangan dan mempertangguingawablenis
tugnanya kepada Bupat Penajam Paser Utamn

KEEEMPAT Segaln binva yang tinbul akibat di tetapkannys keputusan i
dhibar bk padn Anggaron Pendapatan dan Belamgs Dacral
(APBD) Kabupaten Penapm Paser Utara Tabun Anggaran 2026

r
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SISTEMATIKA SK BUPATI

PENUTUP

Bagian penutup berisi informasi tempat dan tanggal
penetapan serta tanda tangan pejabat penetap.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggnl

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

NAMA BUPATI

DISTRIBUSI/TEMBUSAN

Bagian ini berisi pihak-pihak yang perlu mengetahui keputusan
tersebut. Bagian ini tidak perlu diletakkan pada lampiran.

Komposisi distribusi/tembusan :

1.Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
2.Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Kepala OPD Pengusul

4 Kepala OPD yang berkaitan dengan SK Bupati

Litetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Januarn A6

BLPATI PENAJAM PASER LITARA,

contoh

NANA BUPATI

KEspumusin Bopati . dissmpatlown, kepada Yih

| Hetum DPRED Kalmrpaten Penajam Paser Uiars di Peousjmen|

L. Inmpeltur Dasrah habuapaten Penagum Paser Utnrn o1 Peningam

3  Kepala Padon Kesangun dan Aset Dasrah Kabupaten Panayun Paser Uinrn df Penmgam
i, Ynng bersangiutan untull dilkmtahog don dipergunakan sshagaimann mestinmym
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SISTEMATIKA SK BUPATI
LAMPIRAN (JIKA ADA) \

Lampiran adalah dokumen tambahan yang disertakan pada dokumen
utama, yang berisi data-data pendukung yang jumlahnya terlalu banyak
jika dimasukkan ke dalam teks utama, atau memuat penjelasan lebih
lanjut mengenai topik tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa lampiran SK adalah data tambahan yang
dicantumkan dalam SK untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai isi diktum atau hal-hal yang ditetapkan dalam SK.

LAMPIEAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 000.2.4/ 12026

TENTANG

TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIE DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
2020

KOMPOSIS] DAN PERSONALIA TIM PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

Pengarah . 1. Bupan Penajam Paser Utara
2. Wakil Bupat: Pennjam Paser Utara
3. Sekretans Dasrah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ketua Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Penmgam Paser Utnrn

BAGIAN HUKUM
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STRATEGI PENYUSUNAN SK

BUPATI

Sebagal upaya mempermudah proses penyusunan dan
verifikasi SK Bupati, dalam penulisannya dibutuhkan
strategi penyusunan sehingga dapat mencapai
peningkatan efektivitas dan efisiensi pengerjaan SK Bupati.
Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dijelaskan
dalam bagian ini.

BAGIAN HUKUM o
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENYUSUNAN KERTAS
KERJA

Dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati, jenis kertas yang digunakan
adalah kertas F4 dengan ukuran width 21,59 cm dan height 33 cm dan

untuk font menggunakan Bookman Old Style dengan ukuran 12. Untuk
mengatur ukuran kertas tersebut, perlu dilakukan beberapa tahapan
pengaturan pada dokumen sebagai berikut:

» Klik tab Page Layout > Size > More Paper Sizes

« Kemudian sesuaikan dengan gambar di bawah

rrrrrrrrr

Untuk ruler atas dan samping ikuti gambar berikut (satuan cm):

BAGIAN HUKUM e
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENULISAN KEPALA
PUTUSAN

Pada Kepala Keputusan semua huruf diketik dengan huruf kapital dengan posisi
tengah (center alignment) dengan jarak masing-masing sebagai berikut:
« Jarak antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Bupati Penajam Paser
Utara 12 pt (single)
Jarak Nomor SK dengan Tentang 12 pt (single)
Jarak Tentang dengan Judul SK 12 pt (single)
Jarak Judul SK dengan Bupati Penajam Paser Utara 24 pt atau lebih (single)
Jarak Bupati Penajam Paser Utara dengan Konsiderans 24 pt atau lebih (single)

o] &7 § F || Pemgragh
|- ; sy i rli el Lo Vidi el el ol
Y| —
KUK Urtuk Meambuksa o et | bl o
fitur paragraph
- i

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
I ol { PROVING KALIMANTAN TIMUR
KEPUTLISAN BUPATI PENAJAM PASER U'TARA

ROMOR O00.2.4 Wil

12 pt
R f-:.}'.-'..'-'-_l..l 19 ol { TENTANG
i Sifg =0 bl

TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
RABUPATEN FENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

B e e } 34 pt
BLPATI PENAJAM PASER UTARA,
24 pt {
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENULISAN

KONSIDERANS /
[

Konsiderans menimbang
disusun  berurut  dengan o
menggunakan huruf dan diakhiri ﬁ "

@

tanda baca titik koma (:). SO

membuka fitur -

paragrapn . ——— : A
Meningat L =m o
konsideran mengingat disusun ——

menggunakan angka dan diakhiri
tanda baca titik koma (;).
Adapun untuk masing-masing
poin (a,b,c dst dan 12,3 dst)
pada konsideran baik
menimbang maupun mengingat
jarak spacing diatur sebagai e
berikut:

« Before 0 pt

 After 6 pt e kgt | | o || e

 Line spacing exactly

« At 12 pt

N erninn b a. badvwn, dalam mngkn 1ertib Adopnstras Pengelolaan Bamng
Milik Dasral kinisusiya pelabsanaan Wopaian Pemusiilian
Bampng Milkk Dasrab Tedhoes 2006, perio mopbosiuk Thn
Pemusnahan Barang Milik Dnerah Kabupaten Peonjum Pasor
Limrn Tabun 200h sclaky vang membantu pengelola Barang

. balvwm. herdasarkan perimbangan  sebagnimans  dtmaked
chalim Iirad ., porlu menetapkan Kepuiusan Bugati eniang
Tien Pemiumnabms Barmang Mibk [Dasrah Kabupsten Penasmam

Sehingga ]arak Enter antar pDin Paser Urara Tabin Anggaran D006

hengingnat 1. Undagsp-Undang Nomer 7 Tabun 20 ieniang pembeniukhn
kﬂnsiderans adalah EE ertl Kabupaten Penajem Paser Uinra di Provenel Kalimantan Thogur

p ILembaran Negara Hepublil |ndonesia Talun 2001 Nomor 20
Tambishan Lembarss Negasn Repiubbk Indonsses Nosoor

berikut: .18

2, Upndang. Undang Nemor 23 Taliun M) 14 teilang Pemeriniinhan
Dmeral (Lembaran Negara Bepublk Indonessn Tabhon 2004
Nomor 244, Tamibehan Lembarnn Negara BEepubkk Indonenia
Momor 3319 sehagnimana telah dinbah bebernpn kali temmkhir
dengnn  Unodang-Undang Noamor & Tahun 2003 tentang
Pepetnpan Perntugnn Pemenniah Peogeants Undong . Unddang
Mamor 1 Tahun 2073 tontend Cipta Kefin Menmdil Unddaung
Undane [Lembaran Nepwm Hepublk Indecesba Tebom 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Nemamn Espublik Indonesia
Minor GEOG),
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENULISAN DIKTUM

————

r

Diktum dalam suatu keputusan memuat judul keputusan, materi atau
hal-hal yang ditetapkan/diatur, serta waktu berlakunya keputusan
tersebut.

Materi muatan yang diatur dalam keputusan disusun dalam bentuk
diktum yang berurutan, yaitu KESATU, KEDUA, KETIGA, dan

seterusnya. Diktum diakhiri dengan tanda titik ()

Dalam hal SK Bupati berisi penetapan/pembentukan tim atau hal lain
maka pada Diktum  KESATU diawali dengan  kata
Menetapkan/Membentuk.

MEMUTUSEAN

Menetapkan KEPFUTUSAN BUPATI TENTARG TIM PEMUSNAHAN BARANG
MILIE DAERAH KABUPATEN PENAJAM PABER UTARA TAHUN
ANGOARAN 2020

EESATL Membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Dasrah Kabupaten
Penngasnn Paser Wiarm Tahun 2006 dengan komposimi dmrn
poersonalin  scbagnirnana tercanbum dalam  Lamplan  vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputuaan Bupati ini

EEDUA Tim Pemusnahan Barang Miik Dasrah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2026 sebagnimana dikium KESATU berfugna

1. meneliti kelengkapan dobkumen administras Pemusnahan dan
fisik Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Uiara;

2. menvampatkan kepada Bupati teninng dasar aturan, syarmt,
pertimbangan, dan talacara pelaksanann Pemusnahan Barang
|.::|'|.'r|||!1|rir| Hﬂﬂ: F'rmrril:l'lﬂ.h H.ni.r.rprl'lrn F'r"n.'l.il'qrn I‘rwr'r l||1'¢'||rr|._
dan

J. menvampaikan laporan kegintan Pemusnahan  Barang
Inventans Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
kepada Bupati Penajim Paser Utnra melalui Pengelola Bammng

EETIGA Dalam menmlankan tughsaye, tim sebagaimana dimaksed pada
Diktum EESATU harmms senantinen berpedoman pada ketentumn
peraturan perundang-undangan dan mempertangrunpawabkan
tugnsnyn kepada Bupati Penajam Paser Utara

EEEMPAT Sepnla hiava yang timbul akibat di tetapkannyve keputusan jnd
ditwbankan pada Angenran Pendapatan dan Belama Dasrah
(AFBD| KEabupaten Pennjam Paser Utara Tahun Anggaran 2026

bangga
melayani
bangsa
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENULISAN PENUTUP

PENULISAN ,

Penulisan penutup yang berisi
tempat dan tanggal penetapan
serta tanda tangan pejabat
penetap disesuaikan dengan

contoh. Pada penulisan pejabat

penetap ditulis dengan huruf
kapital tanpa gelar.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal
1 enter {

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

“BUPATI

Pada frasa “pada tanggal® dan
PENAJAM  PASER
UTARA" diberi 1 enter

BAGIAN HUKUM e
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STRATEGI PENYUSUNAN SK BUPATI

PENULISAN LAMPIRAN :
Lampiran SK terdiri atas 3 bagian yaitu:
« Kepala, yang terdiri atas kata lampiran, frasa Keputusan Bupati
Penajam Paser Utara, Nomor SK, kata Tentang, dan judul SK.
« Isi, memuat data-data tambahan yang menjelaskan isi SK.
Dalam penulisan lampiran, judul data yang dilampirkan harus
dicantumkan secara jelas.

« Penutup, penutup pada lampiran terdiri atas Pejabat
penandatanga. (tanpa tempat dan tanggal penetapan)

Lampiran  digunakan apabila penutup
terdapat: BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
« daftar nama tim

« struktur organisasi

» rincian kegiatan

i MUDYAT NOOR
« tabel atau data pendukung
» dan lain-lain.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BU F.A T PEMNAJAN PABER UTARA
HOMOR O00.2.4/ 036

TERTANG
kFDHI‘a T FERMUNNAHAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN PEHAJAM PASER UTARA TAHUN
Flafeg ]

EOMPOEIE] DAN PERBONALLA TIM FEMUENAHAN
r. BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 20246

Pangarah 1. Bupat Penagam Paser Litara
2. Wakl Bupat: Penmam Paser Utars
3. Sshwetarie Dasrah Kabupaten Penagarn Paser Utara
1=l { Ketua Kepala Badan Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten
Pensjam Paser LMara
Walkal Ketuna HKepala Bedang Asét Dasrah pada Badan Keuangan dan Aset
Dasrah Kabupaten Penajum Paner Litara
Sekretans Kepala Sub Balang Pemanifaatan dan Penghapusan pada
k--.. Badan Keuangnn dan Apet Dasrah Kabupaten Penajam Paser
Litars
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Dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati, terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan, perhatian terhadap
aspek-aspek tersebut bertujuan untuk mendukung proses
pengusulan agar dapat berjalan secara lebih tertib dan
sistematis.

Dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman
penyusunan yang berlaku, penyusunan draf Surat
Keputusan Bupati secara lebih efektif dan efisien.
Penyusunan yang dilakukan secara terstruktur juga
membantu memperlancar proses pemeriksaan dan
penelaahan, sehingga tahapan penerbitan keputusan
dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
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PENULISAN
BATANG TUBUH

Dalam penulisan batang tubuh hindari penggunaan tabel. Hal ini

bertujuan untuk mempermudah saat proses koreksi/verifikasi SK
Bupati.

LW
~ Hindari penulisan dengan tabel pada batang tubuh sepertiini
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PENULISAN
LAMPIRAN

Saat melakukan pengusulan SK Bupati, diwajibkan untuk menyerahkan
soft copy draf. Jika draf SK Bupati terdapat lampiran, maka soft copy dari
lampiran tersebut jangan dipisah dari batang tubuh. Semua lampiran
dari draf SK Bupati yang diajukan harus digabung dalam satu file dengan
batang tubuhnya. Selain itu, hindari penyerahan softcopy lampiran dalam
format selain word (docx).

L,

@ Hindari pemisahan lampiran seperti ini

PC * Downloads

loday (5)

W w W w

3. Lampiran Il 4. Lampiran IV 2. Lampiran || 1. Lampiran | 5K
SK SK SK
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MERAPIKAN
FORMAT PENULISAN

Untuk melakukan perapian tata letak isi SK Bupati. Disarankan
menggunakan fitur indent/tab yang terdapat pada ruler sehingga format

dan tata letak pada SK Bupati bisa seragam dan tidak berantakan.

¥ - Iyln - il
] - i 2 9 10 11 12 | 14 L 1 1 18 1%
” 4 BEA bbb R e S AR B REAAE P 'lFI‘M":i'-‘FI‘ B N i Rl By o 8 S B l."ll': L L PN
Daernh Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
- - o Penongnm Paser Utara Tahun 2025 Nomor 10);
contoh perapian menggunakan
titur tersebut

MEMUTUSRKAN:

Menetapkan REFUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMUSNAHAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020,

KESATU Membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Eabupaten
Penmjam Paser Utara Tahun 2026 denpan komposisi dan
personalia  sebagmmana  tercantum  dalam Lammran  yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tum Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2026 sebagnimana diktum KESATLU bertugas:

1. meneliti kelengkapan dokumen administrasi Pemusnahan dan
fisik Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. menyampaikan kepada Bupati tentang dasar aturan, syarat,
pertimbangan, dan tatacara pelaksanaan Pemusnahan Barang
Inventaris Milik Pemenntah Kabupaten Penajam Paser L'ara:
dnan

Untuk menggunakan fitur tersebut dapat dilakukan dengan menggeser
tab/indent seperti digambar untuk kemudian menyesuaikan keselarasan
antar kalimat.
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KONSIDERANS
MENGINGAT

Dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati, pada konsiderans
mengingat wajib memasukkan dua dasar hukum berikut:
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dan untuk SK Bupati yang bersifat Atribusi maka harus
mencantumkan dasar hukum yang menjadi dasar atribusi dalam SK
Bupati tersebut.

BAGIAN HUKUM @



@ BerAI(HLAK reTegan
e e bangsa

CONTOH TEMPLATE SK BUPATI

Untuk mempermudah dalam memahami sistematika
dan penyusunan SK Bupati, berikut juga dilampirkan
contoh SK Bupati yang dapat diakses melalui beberapa
akses di bawah ini.

Q) s

https://drive.google.com/drive/folders/1900tjPf 0J6-
85yJZLrqQrHmRallyOLo?usp=drive_link
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Buku saku digital panduan pengajuan SK Bupati ini disusun sebagai upaya untuk
memberikan kemudahan, kejelasan, dan keseragaman dalam proses pengajuan
SK Bupati di lingkungan perangkat daerah. Melalul penyajian materi yang
ringkas, sistematis, dan praktis, diharapkan buku saku ini dapat menjadi acuan
yang membantu OPD dalam memahami tahapan, persyaratan, serta mekanisme
pengajuan secara lebih efektif.

Penyusunan buku saku ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan
kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya dalam mendukung
tertib administrasi dan percepatan proses penerbitan SK Bupati. Dengan
adanya panduan ini, diharapkan dapat meminimalisir kendala, mempercepat
proses verifikasi, serta meningkatkan ketepatan dalam penyusunan dokumen
yang diajukan.

Meskipun demikian, buku saku ini masih memiliki keterbatasan dan terbuka
untuk dilakukan penyempurnaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan
kualitas dan kebermanfaatan buku saku ini.

Akhirnya, semoga buku saku digital ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh
pengguna serta menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
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DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
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KONTAK KAMI

Situs Web Alamat Emall [F5Y,
jdih.penajamkab.go.id bagian.hukum.setda.kab.ppu@gmail.com Zaa



